SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN

Menimbang :

DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah

Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya
terhadap pendapatan asli daerah, maka untuk
meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah perlu melakukan penambahan penyertaan modal

daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan

peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah;



Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3842);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 96), ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4
(1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Jateng berupa pembelian
saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD

Kabupaten Klaten setiap tahun.



(2) Modal daerah yang disetor Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT. Bank
Jateng sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 19.344.000.000,00

(Sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).

(3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT. Bank Jateng
sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp 28.800.000.000,00 (dua

puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai

berikut:

a.

Penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp 2.256.000.000,00 (dua
milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
Penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp 7.200.000.000,00

(tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

(4) Penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng

dilakukan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini dimulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI KLATEN,
Cap

Ttd
SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Mei 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd
SARTIYASTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2/2015)



L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan
bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Perusahaan Daerah diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang
sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang
berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung
jawab Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan
Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya dengan melaksanakan
penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas



Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 121



